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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan Pusat dan 

Daerah. Disebut demikian karena Undang-Un ang Nomor 22 Tahun 1999 

memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang 

sebelumnya. Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah menggunakan f osofi ,,keseragaman dalam 

kesatuan", maka dalam Undang-Undang Nomor 21. Tahun 1999 menggunakan 

filosofi keanekaragaman dalam kesatuan" (Wasistion 2002:26 ). 

S ebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah 

memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat Daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan. Pola 

otonomi yang digunakan juga berubah dari pola simetris ke pola asimetris. 

Artinya isi dan bentuk otonomi daerah yang satu dengan yang lainnya dapat 

berbeda - beda. Hal ini nampak dari adanya otonomi khusus bagi Aceh dan 

Papua. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

yang menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula 

sebagai promoter pembangunan menjadi pelayanan mas:yarakat. Perubahan 

Disebut demikian karena Undang-Un Undang-Un ang ang Nomor 22 Tahun 

filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang 

Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

rintahan di Daerah menggunakan f f osofi osofi ,,keseragaman 

maka dalam Undang-Undang Nomor 21. Tahun 1999 mengguna

keanekaragaman dalam kesatuan" (Wasistion (Wasistion 2002:26 ). 

bagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, 

kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

Daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan

yang digunakan juga berubah dari pola simetris ke pola 
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tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan 

dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah baik unsure staf, unsure Uni 

teknis, unsure lembaga teknis maupun unsure lini ke wilayah. 

Selain perubahan pada tataran filosofis pola dan fungsi utama, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juga 

menawarkan beberapa paradigma baru antara lain kedaulatan rakyat, 

demokratisasi, pemberdayaan masyarakat serta pemerataan keadilan. 

Melalui perubahan parac:H.g;ma tersebut, peran eksekutlf yang dominant 

selama ini (executive heavy) digeser menjadi dominasi legislative 

(legislative heavy). Hal ini terHhat dari pasal-pasal di dalam batang tubuh 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut menempatkan bab DPRD 

berada di depan bab Kepala Daerah. Selain itu pengatura kedudukan, 

kewenangan serta hak DPRD juga memperlihatkan penguatan posisi 

tersebut. Dilihat dari penjelasan system Pemerintah Daerah kedua sisi kutub 

semacam ini tidak sehat untuk kehidLipan masyarakat yang demokratis. Di 

dalam masyarakat yang demokratis pembagian kekuasaan menghendaki 

adanya prinsip "check and balance" artinya ada pembagian kekuasaan dan 

fungsi yang jelas dan berimbang antara eksekutif, legislative serta 

yudikatif. Pergeseran dominasi tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung akan dan telah berpengaruh terhadap jalannya Pemerintahan 

Daerah termasuk pada tingkat Pemerintahan Kecamatan. 

beberapa paradigma baru antara lain kedaulatan 

demokratisasi, pemberdayaan masyarakat serta pemerataan 

perubahan parac:H.g;ma tersebut, peran eksekutlf yang 

(executive heavy) digeser menjadi dominasi 

heavy). Hal ini terHhat dari pasal-pasal di dalam batang 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut menempatkan 

depan bab Kepala Daerah. Selain itu itu pengatura kedudukan, 

serta hak DPRD juga memperlihatkan penguatan 

Dilihat dari penjelasan system Pemerintah Daerah kedua 

tidak sehat untuk kehidLipan masyarakat yang demokratis. 

masyarakat demokratis pembagian kekuasaan menghen
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